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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR O TAHUN 200f 

TENTANG 

PERIMBANGAN KEUANGAN 
ANTARA PEMERINT AH KABU ATEN DAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA 

j 2. Undang-undang Nomar 18 Tahu 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 1g97 4mer 41, 
Tambahan Lembaran Negara 3685yang telah drubah dengan 
Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomnor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomo 
4048); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 199 tentanyg Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahu 1999 Noman 60, Tambahan 
Lmbaran Negara Nore 3839 

4. Undang-undang Noror 25 Tahun 1999 tertang Perimbangan 
Keuanga Antara Pererintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1909 Nomnor 72, Tambahan Lemberan Negara 
Namer 3848; 

5. Pereturan emerintah Nomor 104 Tahun 200 tentang Dana 
elmbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nmar 201, 
Tarbahan Lembaran Negara Nomer 4021); 

Mengingat 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendulung, meningkatkan, df 
memperlancar terselenggaranya perortntahan, pembangunan, 
dan kemas yarakatan di Lesa soar8 berdayaguna da 
berhasilguna, dipandang perlu untuk memberikan Dana 
armbangan kepad Des; 

b. bahwa untuk maksud terse.but hurut a dipandang perlu mengatur 
armbangain Keuangan Anter Pererirtah Kabupaten dan Des.a 
dengan Poraturan Daerah 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuan 
Daerah-daerah Kabupaten Delamn Lingkungen pinsi Jarwa 
Tengah; 

I 

• 
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6. Peraturan Pemerintah Nor&r 105 TAhun 2000 tertang 
Pongelolaan dan Pertanggingiawatan Kouangan Darah 
(Lembaran Negara Tahu 2000 NDmor 202, Tambahan 
Lembaran Negara 4omor 4022); 

7Pecaturan Montori Dalam Negeni Noror 4 TAhun 1999 tentang 
Pencabutan Boberapa Peraturan Menteti Dalarm Negeni, 
Kapautusan Menteri Dalam Nageri dan instruksi Menteri Dalam 
Negeri Mengenal elaksaraan Undarg-undang Nomar 5 Tahun 
1979 tantang Pemerintahan Dsa; 

, Keptsan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentag 
Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesualan Perlstilaha Dale 
Penyelonggaraa Pererinlahan Lesa dan Kelurahen, 

9. Kepluan Montori Dalam Nager! nemor 84 Tabun 1999 tentang 
edoran Umum pengaturan Mengenal Desa. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jpant. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
PERIBANGAN KEUANGAN ANT ARA PEMEFINTAH KABUPATEN 
DAN DESA 

8AB 

KETENTLAN LMUM 

Pass 

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaloud dengan 
1. Daerah adalah Daorah Kabupaten Jopara; 
2. emerintah Daerah adalah Pomerintah Kabupaten Jepars; 
3. Bupati adalah Bupati Jepare; 
4. Dose alalah Kesatun masyaraiat hukurm yang merllik 

kewonangan untuk mengatur dan mengurs epentigan 
masyarakat getsmpat berdasarkan asal usu dan adat istiedat 
setempt yang disku oleh slstem Pemnerintahan Nasional dar 
borada d Daerah ; 

6, Pemerintahan Dess adaih Kegitan Pemerintahan yang 
dilakesarraka oleh peerintah Dea dan Baden Perwakilen Dess, 

8. Pemerintah Desa adaleh Petinggi dan Perangkat Degg; 
7 Badan rwakilan Desa yang selanjutnya disobut 9pD aalah 

Badan Porwekila yang terdirt gtas peruke-pemuka masyarakat 
yang ada d Dosa yang bertungsi mengayomi adat istiadat, 
membuad Peraturan Dess, monampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat serta molkukan pengawasan terhadap 
penyelengaraan pomerintahan dea; 

8. &umber Pendapatan Des.a adalah Pendapatan Asli Des, 
pendapatan yang bergsal dal pembarian Pererintah, Pamerintah 
Frap#nsl da Pererintsh Derh serte lain-lain penodspatan yang 
sah dan tidak mongikat 
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8. Dana Perimbargan Dess adalah Dana pembarian Pererintah 
Daerah kepada Dess yang sumbernya berasal dri bagian 
penerimaan Pelak dan Retribusi Daerah tertentu dan bagian dar 
dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima 
oleoh Deerah ; 

10.Pajak Darah, yang selenjutnya disobut Pajak adalah luran wajlb 
yang dilakkan oloh orang pribadi atau Badan keepada Daerah 
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undagain yang berlaqu, yang 
digunakan untuk memblayal penyalenggaraan pemerintahen 
daerah dan perbangunan daerah 

ff.fetribusl Daerah, yang solanjutnya disebut Retribusi, adala.h 
pwrgtan daoraih sbagr permbaryarn at.as jaa ata pemnberia 
iin tortentu yang khusus disdle.lean dan / tau diberikan 0lg 
Pomerintah Daorah untuk eponttngan orang pribadi ata badan ; 

12.Dane Perimnbaogan Kabupaten adalah dana yang bersumbor dart 
ponerimaan Ang3ran Pendspartan dan Belanja Negara yang 
disloloasila kepadie Deerah untuk membiryel kebutuhan Daerah 
dalam rangaka pelaksanan desentralisasi 

BAB 
MAK'SUD DAN TU.JUAN 

Paal 2 

(1)Maksud diberilkannya Dana Perimbangan Desa adalah 
a. Sbagai upaya untuk meningkatka kelanoaran pelaksanaan 

age perorintathan, pernbagnan den raryaura..tan, 
b Sabegal upaya untuk mengqalakke partisipasi seluruh potensl 

swadaya masyarakat dalarm us.aha meningkati 
kesejahtergan 

(2) Tujuan dibenkannya Dana Perimbangan Des.a acdelah: 
a. Terwujudnya kelancaran pelalsanaan tugas pomerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di Dess yang berda yaguna 
dan berhasllguna 

b. Ta/wujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat at.as dasar 
dukungan soluruh petensl swadaya mars ya.ta.at 

BAB IN 
$UMBER DANA PERIMBANGAN DE.SA 

Peal 3 

Sumbor Dana Perimbangan Dsa borasal dari bantuan Pamerintah 
Daerah yang meliput, 
a. Bagian dart Peneriraan Pajak dan PRotribus! Deorah tertentu, 

paling sodikit 10 % (sepuluh pro#en) 
b. Bagian dani dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang 

diteima oleh Daerah, paling tinggi 2,5% (dus sotongah prosen) 
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BAB N 
PENGA TURAN PEMBAGAN DANA PERMBANGAN DE8A 

(1)Bagian Dess yang berasal dari bantuan Pererintah Daerah 
sebagaimane dirmaksud dalam Pasat 3 terbagi dalam 2 baglen 
yait 

8. Den Perinbangan yang diberikan kepada sernua Dose sear8 
rat-rata, sebesar SO% (i0a puluh prosen) 

b. Dena Peirbegan yang diberikan kepeda Dess den dibegikan 
socara proposional, sebe$er S0% (ia puluh prosen), 

(2) Dana Perimbangan yang diberiican kopads Desa sebagairana 
dimaksud dalam ayat () huruf b ditur pembagannya dengan 
mompertimbanglan; 
a. Luas wilayah Des 
b. Jumlah Penduduk Dee; 
c. Jumlah Kepala 'Keluarga 
d. Realisasi PB desa salu tabun sebolrotrya. 

(3 Polaksaaan kotantuan sebagaimana dimaksud dalarn ayat G2) 
diatur kerudian dengan keputusan Bupati 

BAB V 

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA PERIMBANGAN DESA 

Baglan Pertama 
Pengelolaan Dana Perimbangan Dess 

Pae! S 

(1)Pendapatan Dess dari Dana Perirnbagan Dea dikelole relalu 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dess yang digurnekar 
sepenuhnya untuk manyelonggaraka legit printahn, 
pembangunan dan kerasyarakatan di Des 

(2) Pengelolaan Dana Perlmbagan Dea dilakukn oleh Pemerintah 
Des. 

Dagian Kedus 
Pengewasan Pengelolaan Dana Perimbangan Dea 

Fasel 

(1)Pengawasan torhadasp pengelolaan Dana Permbanga Des 
sebagaimana dimsksud dlam pasal S dillakukan oleh Bader 
Penwakdlan Desa, Carat dan atau lmbaga pengawasan 
tungsionel. 
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lit vmnp ik n kpode Pererintah De untuk ditindakdanjuti sesuni 

dengan ketentuan yang berhaku, 

BAB V 
KETENTLAN PENUTUP 

Paeat 7 

Ha-hal yang belurm diatur dalam Perstuman Daemah ini, sepanjang 
mnengerai polaksanaannrya diatur lebih lanjut oleh Bupeti. 

feature Deetsh iri rulei berlkeu pade tanggal diundengl 

Agar supry serua orang dapart mongetahuiny, merrinthk 
perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempetannya dalam 
Lem.baran Daorah 

Dtotapkan di Japan 
pads tanggal Jul 200 

8UPATT JEPARA 

- 
Drs. SOENARTO 

Durdangian di Jopara 
pada targgal g 3at 2a0 

Dr. HE.ND9 MART9O 
Pembina Tk. 

NI 010072015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JSPARA TAHUN 2001 NOMOR (I 
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PENELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KAEUPATEN JEPARA 
NOMOR 10 TAHUJN 20OT 

TENTANG 

PERIMBANGAN KEUANGN 
ANTARA PEMERINT AH KABUPATEN DAN DE.SA 

I. PENJELASAN UMUM. 

Desa berdasarsn Undang-rang Notor 22 Tahun 1999 adalah suat 
kesuan msyarakat hukumn yang merriliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan mesyarakat setempat berdagakan asal-usu/ den adat 
istladat stemnpat yang diakui dalan sistern Peeverintahe Nasional dan berada di 
deh Kabupaten, 

Untuk menyeleggaraka kapantingan masyarakat setampat berupa 
eglatan parrintahan, pambangunan, dan kemasyarakatan mnaka dis.amping 
desa nerilikd sumnber pendapatan berupa pondapatan sii desa, sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 2 Tahu 1909 dan Lndang-undang Nomor 34 Tahun 
200O, Dsa [uga berhak mendapatan daa perimbangan yang sumbernya 
berasal dani baginn penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu dan 
dana perimbangan kuangan ants Pu.set dan Deerah yang diterime oleh 
amerintah Daerah 

Pangaturan mengoal dana perimbangan des.a diraksudian untuk 
mengarah#an agar Pomorintah Desa lebih berdayaguna dan barhasllguna dalam 
menyelenggarel kegieta pemerintahan, pembangunan, dan kerdsyarakatan 
Hal ini panting untuk diperhatika karena prnbiryaan morupalcan bagian ta 
terpisahkan dari jalannrya roda pemerintahan ltu senditi, 

Lntuk mnenlndaklejtl pengaturan dana perimbangan des.a torsebut 
dlists, ml s.ala.h satu had yang harus ilaksanaken oleh Derh ala.h 
monotapla Peraturan Daerah tentang Perimbangen Keuangan Anter 
Pererintah Ka.buoaten 0an Lesa. 

l, PENJELA&AN PASAL DEMI PASAL 

asal 1 s/d 2 

Pasal 3 hurut a 

Pasal 4 ayat (1) 

Cukup jelas 

Yang dima#sud dengan bagian dart panorimaan Pajak 
dan PRelbusk tertentu adalah Penarimaan Pajak dan 
Retious Dae.ah setel.ah dikurangi penerimaan deri 
Retribusi fRumah Sakit Umum. 

. Baglan dai Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daorah adalah dan@Dana Alokaesij Urum (DAL) 
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Yang dirnalcsud dengan Dana Petmbangan Dess yang 
diberik $re de rte kepadd gnu Des dale 
dalmn bantuk Dae Pembangunan Dea (DPD), 

; Culup jels. 

; Pengaturan pambagian De% Perlrbangen Dee 
dilakquloan dengan enggunakan rumus sebagal berikut 

a Las ayah cs. 
luas wilaryah desa sekzbupaten 

e. )um/ah K.m±skin des4 
Jurlah KK Miskin Dea se Kabupeten 

d. Baallsasl PB8 Doss sat tabun sabelumay 
Realise4 p99 Dease Kabupaten tahun sebolmnrye 

Score Desa adalah. Ponjumlahanged 
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Jurnlah panerimaa dad perimbanga de.a ad h 
core Desa jumlah aokasi dana se Kabupaten 

; Termasuk dapat dialur oleh Bupat! adalah penetapan 
jurnlah enial dan perimbangan de 

: Cukup jolas. 


